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ABSTRAK 
 
Lego Karjoko, 2016, Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha 
Dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat, Disertasi, 
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi 
pembadanan asas fungsi sosial hak guna usaha dalam pengaturan perkebunan, 
yang meliputi (1) pengaturan pemberian perizinan perkebunan; (2) pengaturan 
mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap perkebunan terlantar; (3) 
pengaturan mekanisme pendayagunaan tanah Negara bekas HGU Perkebunan 
terlantar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 
pendekatan statute approach, consepual approach, dan case approach. Adapun 
sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan 
silogisme induksi-deduksi dan interpretasi. 
Simpulan dari penelitian ini, yaitu pertama, asas fungsi sosial hak guna 
usaha belum dibadankan dalam pengaturan perkebunan. Pengaturan perkebunan 
yang ada masih berorientasi pada paham individualisme, teori keadilan 
utilitarianisme, teori keadilan libertarianisme, yang hanya meningkatkan 
kemakmuran pengusaha perkebunan. Kedua, Asas fungsi sosial hak guna usaha 
seharusnya dijadikan pedoman untuk mengembangkan sistem hukum perkebunan. 
Pengaturan perizinan memberikan pembatasan/kewajiban kepada pengusaha 
perkebunan : (1) Membangun kebun sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dengan 
orientasi pembangunan berkelanjutan. (2) Luas maksimum penguasaan tanah 
berdasarkan modal riil atau modal yang ditempatkan dan disetor penuh. (3) 
Pembebasan tanah yang transparan, mengakui dan menghormati hak-hak 
masyarakat hukum adat atas hutan, dan ganti rugi, bersifat fisik dan/atau non fisik, 
yang adil. (4) Corporate Social Responsibility (CSR) bersumber dari penyisihan 
laba setelah pajak. Pengaturan mekanisme penertiban HGU Perkebunan Besar 
Terlantar : (1) menggunakan konsep Perkebunan terlantar yang koheren dengan 
asas fungsi sosial HGU dari Kementerian Pertanian; (2) yang melakukan penilaian 
terlantar tidaknya usaha perkebunan hanya Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN 
menindaklanjuti hasil penilaian usaha perkebunan yang terlantar dengan 
menerbitkan ketetapan HGU terlantar. Pengaturan mekanisme pendayagunaan 
tanah negara bekas HGU Perkebunan terlantar : (1) BPN dengan kewenangan 
meredistribusi tanah Negara bekas HGU Perkebunan terlantar dan menerbitkan 
sertifikat; (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan kewenangan 
melakukan pemberdayaan penerima redistribusi. 
 
Kata kunci :, Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha, Pengaturan Perkebunan, 
Kesejahteraan Rakyat 
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ABSTRACT 
Lego Karjoko, 2016, Embodying of Social Function Principle Right of 
Cultivation in Plantation Settings That Welfare of the People, Disertatition, 
Law Sience Doctorate Program, Faculty of Law, Sebelas Maret University of 
Surakarta.  
In general, this study aims to provide prescriptions embodying principle of the 
social function of the right to cultivate in the legal system of plantation. 
This study uses normative legal research methods, with approach statute 
approach, consepual approach, and case approach. The source of this study 
include the primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials 
collected through library research. Analyses were performed by syllogism 
induction-deduction and interpretation. 
The conclusions of this study, the first, the principle of the social function of the 
right to cultivate yet embodying in a plantation setting. The setting of existing 
plantations still oriented to individualism, utilitarianism justice theory, the theory 
of justice libertarianism, which only increase the prosperity of the planters. 
Second, the principle of the social function of the right to cultivate should be used 
as guidelines for developing a legal system of plantation. Licensing arrangements 
provide restrictions / obligations to planters: (1) Build the garden accordance with 
the Spatial Plan of sustainable development orientation; (2) The maximum area of 
land tenure based on real capital or issued and fully paid; (3) Acquisition of land 
transparent, recognize and respect the rights of indigenous people on the forest, 
and compensation, physical and / or non-physical, which is fair; (4) Corporate 
Social Responsibility (CSR) program from the preliminary profit after tax. Setting 
the control mechanism of the plantation concession Displaced: (1) use the concept 
of Plantation displaced coherent with the principles of the social function of the 
concession from the Ministry of Agriculture; (2) the assessment whether or not 
displaced plantation Plantation Office only Provincial Government or the 
Government of Regency / City; (3) The Ministry of Agrarian Spatial / BPN follow 
up assessment plantation business displaced by issuing a decree HGU displaced. 
Setting mechanism of utilization of land in the former plantation HGU displaced: 
(1) the authority to redistribute land BPN The former plantation HGU displaced 
and issue certificates; (2) The Government and / or the regional government with 
the authority to empower the recipient redistribution. 
Keywords: Principles of Social Functions of the Right to Cultivate, the Legal 
System of Plantation, Welfare of the People.  
